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. ..... • • 1 • 
• .. . . 6. Undang-Undang ... 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan 
Barat (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4286); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang 
Pengelolaan Barang Mililc Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah sudah tidak memadai untuk mengelola barang 
milik daerah; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Pera.tu.ran 
Pernerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, maka pengelolaan barang milik daerah perlu 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah; 

BUPATI MELAWI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI 
NOMOR .I:~ TAHUN ~91? 

BUPATJ MELAWI 
PROVINS! KALJMANTAN BARAT 
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Menimbang 



3. Pemerintah ... 

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

BUPATI MELAWI 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH. 

dan 

DEWAN PERWAKil.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI 

Dengan Persetujuan Bersama 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5659); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Melawi Nomor 167) 



19. Pembantu ... 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Melawi. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. 
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik daerah. 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pernbantu Bupati 
dan DPRD dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi 
pengelolaan barang milik daerah sela.ku pejabat pengelola keuangan daerah. 

10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
daerah. 

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna 
Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang 
untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalarn penguasaannya 
dengan sebaik-baiknya. 

12. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
14. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah 

Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus 

barang. 
17. Pengurus Barang Pcngelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, rnengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada 

Pejabat Penatausahaan Barang. 
18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada 

Pengguna Barang. 



32. Kerja ... 

adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 
28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengclola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas 

dan fungsi SK.PD yang bersanglrutan. 
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan 

untuk penyelcnggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/ atau optimalisasi barang milik 
daerah dengan tidak mcngubah status kcpem.ilikan. 

30. Scwa adalah pcmanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalamjangka waktu 
tcrtcntu dan menerima imbalan uang tunai. 

31. Pinjam pakai adalah penyerahan pcnggunaan barang antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah atau antar pcmerintah daerah dalamjangka. waktu tertentu 
tanpa mcncrima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan 
kembali kepada Bupati. 

perencanaan 

pemanfaatan, 

pemusnahan, 

pengendalian. 

26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang 
m.ilik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan 
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan 
datang. 

27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 

Dae rah. 

25. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

22. 

21. 

20. 

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu 

dalam penyiapan adm.inistrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah 
pada Pengelola Barang. 

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu 

dalam penyiapan adm.inistrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah 
pada Pengguna Barang. 

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik 
daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan 
kompetensi yang dimilikinya. 

23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu 
objek penilaian berupa barang rnilik daerah pada saat tertentu. 

24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah 

19. 



. . 
43. Pcnatausahaan ... 

32. Kerja Sama Pernanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan 

barang milik daera.h oleh pihak lain dalam jangka wakru tertentu dalam rangka 

peningkatan pendapatan daerah atau sumber pernbiayaan lainnya. 

33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang 
milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirika.n bangunan 

dan/atau sarana berilrut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 

diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya 

setelah berakhirnya jangka waktu. 

34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan ba.rang 

milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 

dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 

diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu 
tertentu yang disepakati. 

35. Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah 

kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiat.an penyediaan 

infrastrukrur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

36. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 

37. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang mili.k daerah kepa.da pihak lain 

dengan menerima penggantian dala.m bentu.k uang. 
38. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 

dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah 

daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima 
penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 

39. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pcmcrintah pusat kepada 
pemerintab daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada 

pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 
40. Penyertaan Modal Pcmerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang mili.k 

daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 

kekayaan yang dipisah.kan untuk diperhirungkan sebagai modal/saham daerah 
pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. atau badan hukum 

lainnya yang dimiliki negara. 
41. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan baning 

milik daerah. 
42. Peogh.apusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar baning 

dengan menerbit.kan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 
Pengclola Ba.rang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pcngguna Barang dari 
tanggung jawab ad.ministrasi dan fisik atas barang yang berada dalarn 

penguaaa.annya. 



o. ganti ... 

pcnatausahaan; 
kebijakan dan pcmbinaan~ pcngawasan dan pengenclalian; 

_:,:1, daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan pengek>laan be.rang u.u,ua. 

keuan.p.n Sadan Layanan Umu.m Oacrah: 

barang milik daerah berupe nun.ah negara; 

pcnghapUsan; 

pcmindahtangaoao; 

pcmusnaban; 

pejabat pcngelola barang milik d.aerah; 

percncaoaan keburuhan dan penganggaran; 
pengadaan; 

penggunaan; 
pemanfaatan; 
pcngaroaoan dan pemelibaraan; 

penilaian: 

BABil 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah: 

a. 
b. 
c. 

d. 
e. 

:1 f. 
g. 

1 b. 
L 

J. 
k. 

l. 

m. 

n. 

43. Penatausahaan adalah rangkaian keziatan mcliputi ~ yang pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesual dengan ketcntuan 
peraruran perundang-undangan. 

44. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melaku.kan pcndataan, pencatatan, dan 

pclaporan hasil pendataan barang milik daerah. 

45. Dokumen kepemilikan adalab dokumen sah yang merupa.kan bukti k.epcmilikan 
atas barang milik daerah. 

46. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik 
daerah. 

4 7. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah 
yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang, 

48. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik 
daerah yang diroiliki oleh masing-rnasing Kuasa Pengguna Barang. 

49. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi 
sebagai tempat tinggal atau human dan sarana pembinaan kelua.rga serta 

menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawa.i negeri sipil pemerintah 
daerah yang bersangkutan, 

SO. Pibak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah, 



' . 

(l) Bupati sebagai pemegang kckuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, 
1 laan baran:g milik dacrah sebagaimana dim.a~>d (2) Da.lam melaksanakan pengeio · 

pada ayat (1), Bupati diba.ntu oleh : 
Sekretaris Oacrah selaku Pengclola Barang; a. 
v .......... 1~ Satuan Kerja Perangk:at Dacrah selaku Pengguna Rarang; b. ~..--- 
v.........,.1 .. UPI'[) se1a}ru Kuasa Pcogguna Barang. c. DA..-- 
~· .. Unit Kerja selaku Kuasa Penggwia Barang. d. ~..-.- 

Pasal 7 
Iaan barang milik daerah ~ da!l Bupati sclalru pcmcgang kekuasaan pcngclo 

bcrtanggWlg jawab: 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah 

BAB ill 

PEJABAT PENGELOLAAN HARANG MILIK DAERUI 

a. barang milik daerab yang dibeli atau cliperoleh atas beban APBD; atau 

b. barang milik daerab yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.. 

Barang mili.k daerab meliputi.: 

Pasal 5 

Pasal 4 
Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksaoakao berd.asarkan a.sas fungsional. kepastian 
hukurn, transparansi, efisiensi, alruntabilitas, dan kepastian nila.i.. 

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliouri: 

a. barang yang diperoleb dari hibah/su:mbangan atau yang sejenis; 

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

c. ba.rang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraruran pe:nmdang-imrlan~· 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah men:pu:nya: 
kekuatan hukum tetap; 

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan ClOcia! 
pemerintah daerah. 

Pasa13 

o. ganti rugi clan sanksi; clan 
p. ketentuan lain-lain 



. . 

b. mengaju.kan. .. 

. . 1·~~ I .. 

Bagian Ketiga 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Pasal 9 
(l) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab: 

a. rnengajukan rencana kebutuhan dan pengangga.ran barang milik daerah bagi 

SKPD yang dipimpinnya; 

melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik 

daerah. 
g. 

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; 

b. meneliti clan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang 
milik daerah; 

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang m.ilik daerah 
yang memerlukan persetujuan Bupati; 

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnabao, dan 

penghapusan barang milik daerah; 

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah 
disetujui oleh Bupati atau DPRD; 

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang m.ili.k daerah; 

dan 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Barang 

Pasal 8 
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab: 

h. 

g. 

f. 

e. 
d. 
c. 

b. 
menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 

menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang mililc 
daerah; 

menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; 
menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; 
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan 
persetujuan DPRD; 

menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang 
milik daerah sesuai batas kewenangannya; 

menyetujui usul pernanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan;dan 

menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama 
penyediaan infrastruktur. 

a. 



( 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan mcmperharikan 
kebutuhan pel.aksanaaD tugas dan tungsi SK.PO serta keterscdiaan barang milik 

daerah yang ada, 
Kebutuhan seba.gaimana dirnaksud pada ayat (11 mdipU:i 

(2) Pcrcncanaan 
Pcrencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pcmindahtangaoao~ dan 

Pengh.apusan Barang Milik DaeralL 
Kebutuhan seba.gaimana dirnaksud ayat (1) merupakan salah saru 

(3) Perencanaan . tuk keburuhan braru 
dasar bagi SKPD clalam pengusulan penyed.i.aan anggaran un . 

~d [¥Usuna.D ~ keiJa. dan 
(new ~ dan angka dasar (bCJ.se11,1 .... , serta penj . 

anggaran- t-41 ~ 

Pasal 10 

BAB IV 

PERENCANAAN KEBt.!TUHAN BARANG M1llK DAERAH 

melalui Pengelola Barang; 
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 
1. melakukan pembina.an, pengawasan, dan pengend.a.lian atas penggunaan 

barang milik daerah yang ada da1am penguasaannya; dan 

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan 
laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya 
kepada Pengelola Barang. 

(2) Pengguna Barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

f. 

e. 

d. 

c. 

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang 
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya; 

menggunakan ba.rang milik daerah yang berada dalam penguasaannya unruk 
kepcntingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang d.ipimpin.nya; 

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya; 
mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik d.aerah 

berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak mem.erlukan persetujuan DPRD 
dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; 

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang 

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan rugas dan fungsi SKI'D 
yang dipimpinnya dan sedang tidak d.imanfaatkan pihak lain, kepada Bupari 



BAB \1 ... 

()J Pengadaan bar.mg milik daerah dilak:sanakao berrlarnkan prinsip efisien, efekrif, 

uansparan dan t.erl,u.ka.. ~ ail, dan akuntabcL 

C2t Pr:la.kl;anaan pmpiaan brarang milix daerah dila\nikao ~ dcngao kerenruan 

peranzran penmdang-uodangan 
C3l ~ ~ wajili menyampaikan laporan hasil pengadaao barang milik 

dattah ktpeda Bupsli 

~,GAD A.AS 

PasaJ 13 

Y..etec:uan J.eb,Jl !an;u:t mcr.geo.u tara cara pc~ksaoaan 

?cr;.g,,:r f2/A-cL') Ba:rar:g J,rnn.t Daerah d:.a.rur d,e-ng:an Pera.ruran Bupati 

Pasal 12 

t:1 ~fflf'YI ..... """ Q""~~ • • l.~ Rb.3YD di.aiukan oleh Kuasa • '-"""615......_, ...-.. ~ ~ ya:?g # 

Pc:ngg- ·- (iJ ~ «: g y~ ~ c 'l-g_1am~- s~ yang dip...mpinn:,.-a. 

12) ~_ggi.:::..a Ba:-ar..g :mer::··arr:;°":-b:n ususan RKBMD sebagairnan.a d:maksud pad.a 

aya.r : , ~ ~;o:.a Baracg, 
IZJ ~lo!a Bar-a.r::g I0e2ir~ ;:,e:x·.a.ara:n atas US"J1an RKBYD sebagai:mana 

c!:r::aks.¥! p.ad.a aya; f2t ~ Pcngg\i=.a Barang deagan mcmpcrliatikan data 

barc:.::t.g paca. ?e::->~.u.a Baraag c!an , azan Pcnge)o1..a Baracg, 

'51 ~...a::pa:J ~ a?_-n.:.1-..an c,~ B- ..... -pra.:5 se;:aga::r:a:ia dioaksud pada ayat (5) 

e:Jaki,'kan ~ka- ~ yang ~e-_a;;lican Y~:.eri Da!.am ~ 
fl S·anrla:T ~.a_-ga se·D2ga.~.a c::,:a!CM.Jd ;,c:da aya:. .!.I tu:u: c cite"ta;>kan sesuai 

d.e---.....ga::J £r.r::-:ia- ;,e.a.:::..:r-~ ;:,e:- ~-Gar.g.u::icar:g;;~ 

(5,j S"'a:JCBr :,.a,-,:;, g Gan s:.a:ncar u:~~ ~~g;;:,r:c:r-1.a c!T:naksud dalam ayat (4) 

h-..!!'"'~ a t:3.an t:"llr...:i b ~r...a:;:,£e~ C>jea Br~~:? &e-e·.,, .__ bcr-ki00:-d:.nasi dengan SKPD 

r•ws~£cr1.. 

~pada: 

a s:anc2; b2ni-g; 

b. s1;;mcar ke::,c1:·.__ 2-· &--,-, .a·,;;u 



Pasal to ... 

Pcngguna Barang. 
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diretapksn dengsn 

Pcraturan Bupati. 
(3) 

(2) 

(1) Pcnetapan status Pcnggunaan Barang Mili.k Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut; 

a. Pcngguna Barang melaporkan Barang Milik Dacrah yang diterimanya kepada 
Pcngelola Barang disertai dengan usul Pcnggunaan; dan 

b. Pcngelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Pcnggunaan kepada Bupati 

unruk ditetapkan status penggunaannya. 
Dalam kondisi tertenru, Pengelola Barang dapat menetapkan status ~nggunaan 
Barang Milik Negara pada Pcngguna Ba.rang tanpa didahului usulan dari 

Pasal 15 

bangunan dengan kondisi tcrtcntu kepada Pengelola Ba.rang. 
(5) Kondisi tertenru scbagaimana climaksud pada ayat (-i), antara lain adal.ah barang 

milik daera.h yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nil.ai tertenru. 

(3) 

Status pcnggunaan baran milik d g aerah ditetapkan oleh Bupati. 
Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan ha ter: dap: 
a. Barang Milik Daerab berupa: 

1. barang persediaan; 

2. konstruksi dalam pcngerjaan; atau 

3. barang yang dari awal pengadaannya clircncanakan unru.k dihibah.kan. 
b. Aset Tetap Renovasi (ATR) 

Penggunaan barang mili.k daerah meliputi: 
a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; 
b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah: 
c. Penggunaan sernentara barang milik daerah; dan 

d. Penetapan status pcnggunaan barang rnilik daerah unru.k dioperasikan oleh 
pihak lain. 

(4) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik 

daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf a selain tanah dan, atau 

(1) 

(2) 

Pasal 14 

BAB VI 

PENGGUNAA.N 



Pasa120 ... 

(1) Penetapan status penggunaan barang mili.k daerab berupa tanah dan/atau 

bangunan dilalrukan apabila clipcrlukan untu.k kepentingan penyelenggaraan 

rugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang 
bersangkutan. 

(2) Pengguna Barang wajib menyerah.kan barang milik daerah berupa tanab 

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan 

dalam penyelenggaraa.n rugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui 

Pcogelola Barang. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah direncanakan 

untuk digunakan atau dimanfaatkan da1am jangka wa.ktu tertenru yang 

ditetapk.an oleh Bupati. 

(4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak cligunakan daJam pcnyelenggaraan rugas dan 

fungsi Pengguna Barang sebagaimana dim.a.ksud ayat (2). 

(5) Dala.m hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 

diroaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati, Pcngguna Barang 

diktnakan sanksi berupa pcmbekuan dana pcmeliharaa.n atas barang milik 

dacrah berkenaan. 

(2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan 

berdasarkan inisiatif dari Gubemur/Bupati/Walikota, dengan terlebih dahulu 

memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Ba.rang. 
Pa.sal 19 

( 1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang 

kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
berdasarkan persetujuan Gubernur / Bupati/Walikota. 

Barang Milik Daerab yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna 

Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka wakru 

tertenru tanpa harus mengubah status Penggunaan Ba.rang Milik Daerah tersebut 

setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati 

Pasal 18 

PasaJ 17 

Pasal 16 

Barang Milik Daerah dapat clitetapkan status penggunaannya untuk penyclcnggaraan 
tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, guna dioperasikan oleh Pihak Lain 
dalam rangka menjalankan pclayanan umum sesuai tugas dan fungsi saruan kerja 
perangkat daerah yang bersangkutan. 



. . 
(21 Pemanfaaran, .. 

Pasa122 

(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksaoakan oleh: 
a. Pengelola Barang dengan perserujuan Bupati, untuk barang m.ilik daerah yang 

berada dalam pcnguasaan Pengclola Barang; dan 
b. Pcngguna Barang dengan perserujuan Pengelola Barang. untuk be.rang milik 

daerah berupa scbagi.an tanah dan/atau bangunan yang m.asih d.igunakan 
olch Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 

Kriteria Perna ofaa tan 

Barjao Kesa.tu 

PEMANFAATAN 

BAB VD 

Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara pelak.sanaan Penetapan Status Ba.rang M.ilik 

Daerah diarur dengan Peraturan Bupati. 

Pasa1 21 

Pasal 20 

(1) Bupati mcnctapkan barang mili.k daera.b yang harus dlserahkan oleb Pcngguna 
Barang karena tidak d.igunakan unru.k kcpcntingan pcnyclenggaraan tugas dan 

fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan udak 
dimanfaatka.n oleh pihak lain. 

(2) Dalam menetapkan penycrahan sebagaimana diroaksud pad.a ayar [I] Bupati 
mempcrhatikan: 
a. standar kcbutuhan barang milik daerah unruk menyelenggarakan dan 

menunjang rugas dan fungsi Pengguna Barang; 

b. hasil audit atas pcnggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau 
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. 

(3) Sumber lain sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain tcrmaSUk 

hasil pclaksanaan pengawasan dan pengend.a.lia.n yang dilakukan oleh Pcngelola 
Barang atau Bupati dan laporao dari masyarakat, 

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (l) meliputi: 
a. pcnetapan status pcnggunaan; 
b. pemanfaatan: atau 
c. pcmindahtanganan. 



a. Kerja ... . . . . .. : . . . . . 

( 1) Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak Jain. 
(2) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak 

ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. 
(J) Jangka waktu sewa barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 

Pasal 25 

( 1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa: 

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang 
kepada Bupati; 

b. sebagian ta.nah dan/ a tau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna 
Barang; dan/atau 

c. selain ta.nah dan/ a tau bangunan. 
(2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf 
c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola 

Barang. 

Pasal 24 

Sewa 

Bagian Ketiga 

e. 
d. 

c. 
Pinjam Pakai; 

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); 

Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan 
Kerjasama Penyediaan lnfrastruktur (KSPI). 

b. 

Pasal 23 
Bentuk Pemanfaatan Barang rnilik daerah berupa: 
a. Sewa; 

Bentuk Pemanfaat.an 

Bagian Kedua 

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan rtim . 
dengan memperhatikan k . pe bangan teknis 

epentingan daerah dan kepentingan umum. 

(2) 

. . ... f. • .. . .. r-: 
. I • 
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waj,b dt~tork&n ~ 1'<'kf'n11~ l\Att \ '"''"" \ \.\, ,~h 
Pt-ny~tot'lln Utl~ '"''n' hMU1' ,hl~\-.\\\..A\\ "'-l\l~"'"' "' ~, "''~\ •"""' ~ 
(dull) h,ui kt-')s l!IIC"hdt1m ,M"\\,\AlAl~11n\\1' \' '-' "'" \\ ~ ,,,_ t ' ' '\\\... , , \ "\ 

('4} 

h, hat hun '""''tl di"t\AAAt, t"'' h1 
(3) Hasil 8t'W8 h•UtU\tl tmhk ctMrnh '"<""4~'-4'11 l'''"'"''~' ,t,,•\ 

g. 

b. Pcngelola l'\amt~. \\t\1\l\.. l'Arnt~ ,mhl.. ,i"'<''· h ,~,\>:. h"\~,t,., \ :,\,~ \\"\' · ·t~, 
Barang. 

(2) Perjanjian ~"-a 8<'l~~nna\l:\ ,tit\\r\lo.:otnd t-'-',\A 4'' 1 \ • \'-'b • *' !\ ,, ,~~·u\\~'\( 
a. dasar perjaujian, 
b. para piha], ) A~ tC't,\..:H ,\.\\~m l 11nt\\\l\\ , 

c. jenis, Iuas atau jumlah l\:\m1~. l'<'.~1 .,,, ~'"~· ,\,'\\\ ),.,~,~ ~ ~ \H 

d. bcsaran dan Jc'\t~l.A w~._hl ~\\'it t'<''"'"~\\\, '"''"'~"'".\' ~'" 

e, tAI\AAUI~ .l3\\~h 1'1<'1 \"C'\\"A at.\~ '"~' ,,,,-,.\. \-'\;\l ''"'' ,,.. -~ ~ .... ,~., ~-'..'\·\~ 

janttkR ,,'8.,_t\, 8C"wa; 

r. prruntukan ttrwA.. tY-n\\A~\tl. '-'"•·"'''''l.. t- \\\, k '"'\t.,,, \\ h·~ ,~\\ ~t\ ~ 

bc-ntuk kckml~:\a,, t'l<'l\\'C'\\ n, 

( l) Pcnyewean bM'tU\Sl n\\h\... ,iA<'mh ,ht""'~l..At\ ,\~:.\,\\ , .. ,,;t.\\ \.\\\ 

ditandatangsm oleh 1')('t \"<'"~ ,ia,, 
a. Bupati unruk l~r-at\tt mihk ,t~n":\h ,~,~ \'l(t ... ~:\ \'-"',\~ tv,~.;, ~ r::.-wit.\ ·, ,tu~ 

bangunan ditctapkau ,,kh H\l\~\h ,_k,~m lvq,"\t- m. n ,~ 

Barang Milik 0A<'t1'h 

a. kcrja sama mfrastvuktru , 

b. kegiatan 0('1\~An ki:\t"':\k~,~1H.:hk \\MhA ,~, II Hh'l\\-,-1t'.\ *m ,,~ \\I •• ,," '·:· :, ,t~,, 
5 (hma] tahun; M~\J 

c. ditcntukan IAin dAl:-\m \ ·n,i~,qt \ n,tA1 , 
(4) Formula tArif/lX'AAmn ~<'\\A 1~,~,~ ,m~.l.. ,,:\,~1~h t,·n~'"' ;~, -'~' ,t.tn At:\H t\.\· ~\u -\\\ 

ditctapkan olch Bupati 

(5) Bcsaran scwa atas l'ArA\~ l\\\hl.. ,t,h'l'.,h \H\t\\l.. l'\~r, ~"~'-~'\\H\~H~ ,l,1\'...,\ ~\ • ,t~~t.t.\\ 
ayat (J) huruf a atau untu), l..ri;:1At:m ,kn.~.-m At-A ~":,. ~. n~!,.- \.-tt )i. n , . ., -:t\~' ~" 
wakru scwa kb,h dAn ~ (hml\\ tAlmn ~,h:\J,.~\',"-'":\ ,hmA "a.t ,tt~1;\ t~ l .;\\~l ,,n 
huruf b dapat mcmpc't1tml\;\t~k:m mlA1 l..'N' ,,n,,1m:\1\ ,l-\t, w~.,~; -t\\.A~v • "t't:t 

infra stru kt ur. 

(6) Formula tArif/lx-AA,~n :-.c-,,A l'-\1·.-,~ m1h),., ,iA,·t~), • ~~.,,~, h"\\~'4 ,~t~~ \• 1 .tt.m 

• I 



Pas.al 30 ... 
b. 

~ daya guna dan basil guna barang milik dacrah: dan, atau 

roeni:ngbtkaD pencrimaan pcndapatan dacrah. 
a. 

Pasal 29 

'K:SP barang milik dacra!l cenga.n piliak lain c:Waksanak:an dalam rangka: 

Kerja Sama Pcmaofaatan 

Bagi.an Kelima 

Pasal 28 
(1) Pe:lak:sanaao Pmjam Pakai dituangkan dalam pcrjanjian serta ditandatangani oleh: 

a. Peminjam pakai dan Bupati unruk barang milik daerah yang berada pada 

Pengclola Barang; dan 

b. Pem:inj.am pakai ci.a.n Pcngelola Ba.rang, unru.k bara.ng milik daerah yang 

berada prada ~ Rarang. 
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedik:it memuat 

a. para ¢hak yang terikat dalam perjanjian: 
b. dasar pcrjanjian; 
c.. identitas para piliak yang terk:aiI dalam perjanjian; 

d, jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, danjangka wakru; 

e. mnggung jawab pe-rniajam atas biaya operasional dan pemeliharaan S("lama 

jangira Vi"lll..'"tU peminjaman: 
f. ha.k dan ke,rajiban para pihak; dan 

g. persyaratan lain yang dtanggap pertu, 

{3) Pc\aksaoaan pmjam pakai sebagaimana climaksud pada ayar {l l dilaksanakan 
setdah ad.a pn-srtujuan Bupati.. 

Pasal 27 

(1) Pinjam pakai ba.rang milik daerah dilaksan.ak:an antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerab atau antar pemerintan daerah dalam rangka penyelenggara.an 
pemerinra.han. 

(2) Jangka wakru pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 {lima) tahun dan 

dapat diperpanjang 1 [satu] kali. 

Pinjam Pakai 

(5) Dikecualikan dari ketenruan sebagaimana diroaksud dalam ayat (4), penyetoran 
uang sew-a barang milik: daerah untuk kcrja sama infrastrukrur d.apat d.ila.kukan 
secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. 

Bagian Keempat 

- . 
. , 

,1 . 



g. 

(. 
l 

perhitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja 
Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 
1. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 

2. Pengclola Barang Milik Oaerah, untuk Barang Milik Dacrah selain tanah 

dan/ a tau ba.ngunan. 
besaran pcmbayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan basil Kerja 
Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengclola Barang; 

dalam Kcrja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bagian kootribusi tetap dan pcmbagian keuntungannya dapat bangunan, se 
beru bangunan bcscrta fasilitasnya yang dibangun dala.m saru kesaruan 

pa tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan; 
percncanaan h. besaran ... 

e. 

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dan huruf c clilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 
persetujuan Pengelola Barang. 

{4) KSP atas barang milik daerah clilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi 
biaya operasional, pemeliharaan, dan/ a tau perbaikan yang diperluk.a.n 
terhadap ba.rang milik daerah yang dikerjasamakan. 

b. mitra KSP ditetapkan rnelalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang 
bcrsifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. 

c. penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat 
khusus dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Ba.rang terhadap 
Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja 
tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d, mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 
waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian 
keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 30 
(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan r h d .. er a ap: 

a. B~g Milik Daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang sudah 
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih 
cliguna.kan oleh Pengguna Barang; atau 

c. Ba.rang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan. 

(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf a dila.ksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persctujuan 
Bupati. 



(7) Jangka .... 

h. 

g. 

f. 

e. 

infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan 
transmisi, jaringan distribusi, dan/ atau instalasi pengolahan air minum; 

infrastrUktur air limbah meliputi instalasl pengolah air lirnbah, jaringan 
pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang 

meliputi pengangkut dan/ atau tempat pembuangan; 

truktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunilcasi; 
infras 

al . trikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi 
infrastruktur ketenag ts 

dan/ atau instalasi tenaga listrik; dan/ atau . 
. min ak dan/atau gas burni meliputi instalaei pengolahan, 
infrastruktur Y . . I di tribuai minyak dan/atau 

gkutan transrrus1 dan atau is 
penyimpanan, pengan , ' 

gas burni. 

d. 

c. 

Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan. 
(6) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k 

tidak berlalru dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/ 

Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa: 
a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, 

bandar udara, terminal, dan/ataujaringan rel dan/atau stasiun kereta api; 

b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan 

tol; 

infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau 

waduk/bendungan; 

k. 

j. 

i. 

besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagal bagian dari kontribusi 
tetap dan kontribusi pembagian keuntungan seb . di agaimana imaksud pada 
huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi 
tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan· 
bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 

pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik 
Daerah; 

selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang 
menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek 
Kerja Sama Pemanfaatan; dan 

jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun 
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang 

(5) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah 
ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama 

h. 



.. 
(2) Penetapan ... 

( 1, Jangk.a waktu Bangun Ouna Screh atau Bangun Serah Oum, puling lurna 30 (liga 
puluh) tahun acjak perjanjian ditandatangnni. 

PaRul 33 

Penetapan status Penggunean Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaun 
Bangun Ouna Scrah atau Bengun Scrah Ouna dilaksanakan olch Bupati untuk Barang 

Milik Daerah, dalam rangka penyelenggaraan lugaK dan fungei sutuan kerja pcrungkal 

daerah tcrkait. 

Pasal 31 

( 1) BGS/BSG barang milik daerah dllaksanakan dcngan pcrtimbangon: 
a. Pengguna Barang mcmerlukan bangunan den Iaailitas bagi pcnyelenggaraan 

pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalarn rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi; don 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedla dana dalurn APBD untuk penyediaan 
bangunan dan faeilitas teraebut. 

(2) BGS/BSO barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilaksanakan 
oleh Pengelola Barang setelah mcndapat persetujunn Bupati. 

(3) Barang milik daerah berupa tanah yang statue pcnggunaannya berada pada 
Pcngguna Barang sebagairnana dimaksud puda ayat ( I) huruf b telah 
direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsl Penggunu Barang yang 
bersangkutan, BOS/BSO dapat dilakukan setelah tcrlebih dahulu diserahkan 

kepada Bupati. 

(4) BOS/BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllaksanakan oleh Pengelola 
Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Borang eesual tugss dan fungslnye. 

Paaa132 

(7) Jangka waktu Kerja Samu Pemnnfeatnn oloi. Bnrung Milik Daeruh untuk 
penyediaan infraatruktur sebaguimena dlmuksud pudn ayut (6) poling lama 50 (lima 
puluh) tahun sejak pcrjanjian ditandatunganl dun dopul diperpunjung. 

(8) DaJam hal mitre Kerja Sarna Pernanfantun ttlaK Burong Milik Dacrah untuk 
penyecliaan infrastruktur scbagalmann dimaksud padu ayat (6) berbentuk Badan 

Usaha Milik Daerah, kontribusl tetap don pcrnbaglnn kcuntungun dapat ditetapkan 
paling tinggi scbesar 70% (tujuh puluh pcrsen] dori hosil perhitungan Lim 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengcnai mekanisme lender scbugaimana dirnaksud pada 
ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keenarn 

Bangun Ouna Screh atau Bangun Scrah Ouna 



Pasal 34 ... 

(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 

Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah, unruk Ba.rang Milik Daerah. 
(7) Scmua biaya pcrsiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi 

setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan 

biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna mcnjadi beban 

rnitra yang bcrsangkutan. 
(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyera.hkan obyek Bangun 

Guna Scrah kepada Bupati pada akhir jangka wakru pcngopcrasian, setelah 
d.ilakukan audit oleh aparat pcngawasan intern Pemerintah. 

(9) Ket.entuan lebih lanjut mengenai rnekanisme tender Bangun Serah Guna diarur 

dengan Pcraturan Bupati. 

c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 

d. hak clan kewajiban para pihak yang terikat dalam pcrjanjian. 

b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

(5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakao berdasarkan 
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: 

b. 

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang 
bcsarannya ditetapkan bcrdasarkan basil pcrhitungan tim yang dibcntuk olcb 
pejabat yang berwenang; 

wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Cuna; dan 

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau a1emindahtangankan· 
1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 
2. hasil Bangun Guna Serah yang d.igunakan langsung untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; danr atau 
3. hasil Bangun Serah Guna. 

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Se:rah 
Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraao tugas dan fungsi 

Pemerintah Daerah paling sedikit lQOA, (sepuluh persen]. 

(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan. 
selama jangka waktu pengoperasian: 

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah arau mitra Ba.ngun Serah Guna 
dilaksanaka.n melalui tender. 



(l) Sadan ... 
usaha. 

Pasal 3o 

[I] KSPt ata.s be.rang nuhk daerah dilakukan antara pernerintah daerah dan badan 

b. Barang Milik Dae.rah berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih 
agunab.n olch ~.n~"\lna Barang; atau 

c, Barang M.ilik Dacrah selain tanah danyatau bangunan. 

(~) Kerja Sama Penyediaen lnfrastrukrur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf a dilaksanakan olch Pengelols 
Barang dengan perserujuan Bupati. 

(3) K"}1l Sama ~n~'Niiaan lnfrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna 
Ba.rang srbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. huruf b. dan huruf c 
dilaksanak:an okh Pcngguna Barang dengsn perserujuan Bupati . 

tH Kc::3 Sa:Da ~~""Cdlaan lnfrastrukrur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan 
~rllac..a.p: 

a. Bsrang Milik Dserah berupa tanah dan, atau bangunan pada Pengelola 
Barang, Pengguna Barang; 

Bagian Kerujuh 

.::.. ~~:a..."1.~ro \l"S..!.t'u ~~~~as.n berakrnr. objek Bangun Serah Guna terlebih 
~~-..::"'" c.:sud:: ~.h a.parst pcr~ws.san intern Pernerintah sebelum penggunaannya 
.;:::~--;.?ks,::t ~ll B1.::p.:"1U. 

::::::-~ B..r..~ Serah 1~1 dap..u m~nda~~akan Barang Milik Daerah 
~~~·r.;3T"~" .~-sk'Sud p.<id:l huruf b sesuai jangka wsktu yang ditct.e.pkan dalam 

:: 

~s.:.. ~-.m ~:-..L~ 1Und Y~ll\!l iilSC".mhkan kepada Bupati dieetapkan sebagai 
~a.-::f_ M ~.: D~nh. 

3.:L~~ ~~ ~~ BA.-~ ).Ln D..\e--Ah J~n.ikan d('ngan tata cara: 

c.. =..::-a &.::__.:-..m &,..r-:...."i. Gt:nd harus roenyerahkan obj~.k Bangun Serah Guna k-epe.da 
S-~:: ~~a.'"l se.ks..:...n~~ J)('mb..:m~s.n: 

. i 



I 

b. tender ... 

Pasa137 
. dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b dan Pasal 33 ayat 2 

Tender sebagaimana 

dilakukan dengan tata cara: . . . 
d d·umumkan di media maasa nasional; a. rencana ten er • 

Tender 

(9) 

(7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati. 

(8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama 

Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Pcnyediaan Infrastruktur 
kepada Pemerintah pada saat berakhimya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan 

Infrastruktur sesuai perjanjian. 

Barang basil Kerja Sama Penyediaan lnfrastru.ktur menjadi Barang Milik Daerah 

sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian. 
Bagian kesembilan 

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat 

kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat 
perjanjian dimulai (clawback). 

(6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 

disetorkan ke Kas Umum Daerah. 

(3) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama 50 (lima puluh] tahun 
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksana.kan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka 
waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur: 

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang 

Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; 

b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil 
Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur; dan 

d. 

c. 

b. 
Perseroan Terbatas· • 
Badan Usaha Milik Negara; 

Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
Koperasi. 

a. 

Badan usaha sebagaimana di ak 
m sud pada ayat (2) adalah badan ueaha yang berbentuk: 

(2) 



c. 

b. Bangunan harus dilengknpl drn){nn hukt I k<"p<"millk,,n uf,t:t 111111\A t'rll\<"lll\14\h 

Oocrah yang bersangkutnn 
Selain Tanah dan Oangunnn hurua tfllrnt,tknpl llr111uu1 ht1k1I "rfM"mll,I..An ,Uit:-1 
nama Pemcrintoh Oueroh ynnt,t l)('r,u111t,tk1111111 

Pnfil1ll 4<l 

( 1) Buktl kepernllikan bimmJl mllik dncruh w,~lh lflidmp,m dr,11.c11u tr1·1 lh \Inn ,mutt\. 

Pmml :N 

(1) Pengelola Barang, Penggunu 1Jnnu1t,t dn11/nt1Ht K\IIH41\ l~nAA\11\11 Hunu~ \\~pt, 

melakukan pengurnnnnn barung mlllk d,u•roh ycmt,t h<"t'l\d11 d,,lnm lK"n~u,,~,u,nt\\ ,, 
(2) Pengamenun barung mllik dueruh scl>t1w1imnm, dlmnk:tud pmln 1 ,•,,t ( I). mc-llpu11. 

a. pengamanon fielk; 

b. pengamonon adrninisrruel: dun 

c. pcngomanan hukum. 
(3) Pengamanan dilllkukan tcrhudup bm,111){ milik <11\<'l'llh l:)('1 \ll'141, 

a. Toneh harus disertiplkut kun ntuM nnmu Prmr1'infl\h n,,c-rnh , i't\): 

bcraangkut.an 

HAB Vlll 

PENOAMANAN DAN Pti;MltUHARAAN 

PHS41l :l~ 

Ketentuan lebih lanjut mcugcnni tntu nm, pd11k~Hh\1\I\ l'rm:mt,1,u:rn l'-'"·"'~ M1hk 
Daerah diatur dengan Pcruturnn Bupnt]. 

2. terdapat :.? (dttt\) pcscrtn culon mitru, tender ttitW:"'t:.,k:m ~~~t\l ,fat\ pl'\\st~ 

selanjutnyn dilnkuknn dC't\~Hn m<'k1mi~I\\<' ~c'kk:,i.1 l:u'-"~un~: :\t:n1 

3. terdapat l (sntu] pescrtu ,·c1lim mitm, tcuder di11ynt11k,1n t,..>-:~:,I d:rn proses 
selanjutnya dilukukun d<'n~nn mekunismr- penunjukun l:\n~~,u~. 

d. dalam hal sctelah pcngumuman ulnn~: 

l. terdapat pt\li11,~ sedikit ~, (t~,) l)(":i<"ft:1 ,·,,1,m nutru, l'l'\\:sc':-l d1l:\I\J\H\..ao 

dengan ruckanismc tender: 

c. dalam hal cnlon mitru yn1l,R 1\\C'tl\11:,\.\lkknn pc·n:,W:lmn kut.\n~ i\.tn ., lt,~~) 

peserta, dilukukun pcnguruuman ulm~ di mnh,, !\his~, ""~""Ml, d"n 

b. tender dapat dilanjutkun pdnk~m:1:mnyn :-t<'l'-H\J:11~ h""'''l'"t 1~111~ l'-C"\iik,t -~ 

[tiga] peserta colon mitrn yan,;t m<'nh1:-u"""" \)('l\:1w1H m, 



BAB IX ... 

(4) 

(3) 

(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang 
dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan 

evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah. 
Penelitian Iaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: 

anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan a. 
b. target kinerja dan realisaei target kinerja pemeliharaan. 

B melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Pengguna arang 
terscbut kepada Pengclola Barang secara berkala. 

Pasal 43 
(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang 

bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 

(2) Pemeliharaan barang milik daerah yang dima.ksud pada ayat (1) berpedoman pada 
daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. 

(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD. 

(4) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dcngan pihak lain, biaya 
pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra 

Kerja Sama Pernanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, at.au 
mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

Pasal 44 

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Oaftar Hasil Pemeliharaan Barang yang 
berada dalam kewenangannya dan melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang 
secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara 

berkala. 

Pemeliharaan 

Bagian Kedua 

Ketentuan lebih Lanjut tentang pengamanan barang milik daerah diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

PasaJ 42 

Pasal 41 
Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka 

pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah. 

Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik 
daerah dilakukan oleh Pengelola 

Barang. 

(2) 

:,. . 



Pasal 49 ... 

Pasal 48 

(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dala.m rangka 
pcmanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh 

Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati. 
(2) Dalam hal penilaian sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dilakukan olch 

Pcngguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil pcnila.i.an barang milik 

daerah hanya merupa.kan nilai ta.ksiran. 
· nil · barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) Hasil pc wan ucucu• 

ditetapkan olch Bupati. 

Pasal 47 
(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan da1am rangka 

pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: 
a. Penilai Pemerintah; atau 

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain 
Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota 
asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. 

(3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimak.sud pada ayat ( 1) diJaksaoakao 

untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketenruan peraturan perundang­ 

undangan. 
(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh d.ari basil penilaian 

menjadi tanggung jawab Penilai. 

Pasal 46 

(1) Penetapan nilai barang milik daerah dalarn rangka penyusunan neraca pemerintah 

daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). 

Pasal 45 
Penilaian barang milik daerah dilakukan . dalarn rangka pcnyusunan naaca 
Pemenntah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan dikccua.lik.an unruk, 

a. pemanfaatan dalarn bcntuk pinjam pakai; dan 

b. pemindahtanganan dalarn bentuk hibah. 

(1) 

BAB IX 

PENILAIAN 

t 



. . ' 
. . . . 

Pasal 52 
.i!•-'-·"....... setelah mendapat milik claerah yang W,kl.A...._.. 

(1) peroindahtanganan barang 
persetujuan oPRD unruk: a. tanah ... 

Persetujuan Pemindahtanganan 

b. 
a. 
b. 

penjualan; 
tukar menulcar; 

hibah; atau 
.... ...... n modal pemerintah daerah. penye,~· 

Bagi.an Kedua 

a. 
(2) 

(l) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. . . 
Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: 

Pasal 51 

Umum 

Bagian Kesatu 

BABX 

PEMINDAHTANGANAN 

Pasal 50 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diarur dengan 
Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Ment.eri 

Keuangan. 

Pasal49 

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalarn rangka 
koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditct.apkan dalam neraca 
pemerintah daerah. 

(2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi 
dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. 

(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah 
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan olch Bupati dengan 

berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 
(4) Ketentuan pemerintah yang berlaku sccara nasional, sebagaimana di.maksud pada 

ayat (3) adalah kebijakan yang ditctapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas 

pemerintah daerah. 



~- 

Pasal SS 

( I] Pt-mindahtanganan Barang Milik Daerah selain t:anah dan atau bangunan ~ 
bernilai sarnpai dengan Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh 
Pengelola Barung serelah rnendapat perserujuan Bupan. 

(2) Pt-mindMhta.nganun Barang Milik Daerah selain tana.h dan, atau be.ngunan yang 
bcmilai kbih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagarmana dimaksud 
dalam Paul 52 ayat ( l) huruf b dilak-ukan oleh ~~Iola Barang sc-tclah ~apat 
pc~tltjuan [)(>wan ~rwakilan Rakyat Daerah 

(3) Usul untuk memperolch pel"S<'t\tjuan Dewan ~....-aJala.n ~--at ~ 

~bagalmana dunaksud pada ayat (2) diajukan o~h Bupeti St"Suai dcngan JXdoman 
r-ng ditctapkan oleh MC"nteri Dalam N(l.~ri. 

FTmindahtanganan Barang Milik Daerah bcrupa tanah da.n /atau b&ngunan 
sebagnimann dimaksud dalam Pasal 5.2 ayat (2) dilakukan oleh Pcngelola Ba.rang setelaa 

mendapat perserujuan Bupati. 

Pasal 54 

Pasal 53 
Usul untuk mernperoleh perserujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah schagai:ma:::l3 
dirnaksud dalarn Pasal 52 ayat (1) diajukan oleh Bupati. 

C". dikuasai pernerintah daerah berdasarkan kepurusan pcngadilao yang teial: 

rnerniliki kekuatan hukum tet:ap dan/atau bcrdasarlca.o ketenwa.o pcrundang­ 
undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak seeara 
ekonomis, 

c. 

b. 

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 

harus dihapuskan karcna anggaran untuk ba.ngunan pengganti s-~ 
disediakan dalarn dokurnen pcnganggaran; 

diperuntukkan bagi pegawai negcri sipil pcmerintah dacrah yar.g 
bersangkutan: 

d. diperunrukkan bagi kepentingan umum; atau 

selain tanah dan/atau bangunan yang bcmilai lebih dari Rp - 000 :>. .000.000 - 
(lirna miliar rupiah). • 

(2) ~mindahtanganan barang milik daerah bcrupa tanah dan 1-,.._. I a tau utU1gt.:1an 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ~ pe:-sen.-;ua» 
DPRO. apabila: 

b. 
tanah dan/atau bangunan: atau a. 



c. apabila ... 

Pasal 59 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan 

dengan tata cara: 
o-.n .... 1nA Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan a. .- .... &"61!,~ 

Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati disertai 
pertimbangan aspek teknis, ekonom.is, dao yuridis; 

b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan pcrlunya PenjuaJan Ba.rang Milik 
Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dari aspek tek:nis, ekonomis, dan 

yuridis; 

Pasal 58 

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Bupati. 

Pasal 57 

(1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu. 
(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
(3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor 
penyesuaian. 

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang 
disampaikan kepada Bupati. 

(5) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri 

Dalam Negeri . 

c. 
secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau 
sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. 

Pasal 56 
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak 
digunakan/ dimanfaatkan; 

PenjuaJan 

Bagian Ketiga 



Pasal 62 ... 

sesuai batas kewenangannya. 
(3) Tukar menukar sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(4) Tukar Menukar scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c dilaksanakan oleh 

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) 

Pasal 61 

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: 
a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 

c. selain tanah dan/ a tau bangunan. 
Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan 
dipertukarkan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati 

PasaJ 60 
(1) 1'uka.r menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; 
b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan 
c. tidak tersedia dana dalam APBD. 

(2) 1'uka.r menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: 
a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lainnya; 
c. Sadan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pcmerintah 

lainnya yang dimilik:i negara; 

d. Pemerintah Desa; atau 

e. Swasta; 

1'ukar Menukar 

Bagian Keempat 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan k t 
. e entuan pcraturan perundang- 

undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Baran Milik. D ~- g ~rah 
am tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas 

kewenangannya;dan 

d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pcrtimbangan 
atas usulan tersebut, 

(2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas 
Umum Daerah sebagai penerimaan daerah. 



e. Pengguna ... 

d . 

c. 

b. I 

Pengguna Barang mengajukan usul Tu.kar Menukar Barang Milik Daerah 
selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai 
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi 

Pcngguna Ba.rang; 

Pcngelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek 

teknis, ekonomis, dan yuridis; 

apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, Pcngelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang 
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya; 

proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah 
dan/ a tau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 

eebagaimana dimaksud dalaro Pa&a.1 54 ~ 

a. 

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 

(1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: 

f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus 

dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada 

persetujuan Bupati; dan 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; 

d. proses persetujuan Tokar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 

54; 

Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang 

Mili.k Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, 

dan yuridis; 

b. 

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar 

Barang Mili.k Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati disertai 
pertimbangan dan kelengkapan data; 

a. 

Pasal 62 

{1} Tukar Menukar Barang Mili.k Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 
(1} huruf a dan huruf b dil.aksanakan dengan tata cara: 

• 

. . 
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Bagian ... 

e. 

d. 

c. 

Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah 
berdasarkan pertimba.ngan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; 

apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik 
Daerah selain tanah dan/atau ba.ngunan sesuai batas kewenangannya; 

Pengguna Barang melaksanakan Hiba.h dengan berpedoman pada persetujuan 

Pengelola Barang; dan 
pelaksanaan serah terima barang yang dihiba.hkan harus dituangkan dalam 

bcrita acara serah terima barang. 

b. 

(2) Hibah Barang Millie Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c 

dilaksanakan dengan ta.ta cara: 

a. Pengguna Barang mengajukan usul Hiba.h Barang Milik Daerah selain tanah 
dan/ a tau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, 
kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; 

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan 

Bupati. 

d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 
Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 54; 

b. 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang 
Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati disertai dengan 
pertimbangan dan kelengkapan data; 

Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan 
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, Bupati dapat menyetujui dan/ atau menetapkan Barang Milik 
Daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang akan dihibahkan; 

(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a 
dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: 

(5) 

Hibah Barang Milik Dae h b · · . ra se agaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
~aksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati 
Hibah Barang Milik Daerah b · di . se agairnana imaksud pada ayat ( 1) huruf c 
dileksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati 

Pasal 65 

(4) 

• 



a. Pengguna ... 
cam: 

Pasat68 
(l) Penyertaan Modal Pemerintah Dnerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pas.al 66 ayat ( 1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata 

t l) Pt-n~'"<:'rt,l,m modal pemcrintnh daerah atas barang milik daerah dapat bcrupa: 

:\. tannh dan/t\h\U bangunan yang telah diserahkan Bupati: 

b. tanah danj atau bangunun pada Pengguna Barang: atau 

C". sclnin tanah dan/atau bangunan. 

(..:!) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang akan 

disertnkan S{'b4'8'8i modal pernerintah daersh dilakukan oleh Bupati sesuai batas 

kewenungannya. 
(J) Peuyertnnn modal pernerintah daerah dilaksanakan bcrdasarkan analisa kelayakan 

investnsi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan pcraturan pcrundang­ 

undungan. 
(4) FTn~"t'rtoan Modal Pernerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimuksud pada ayut ( 1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 

mendupat pel"'S<'tujuan Bupati. 
(5) Pt-nyertann Modal Pemerintah Daerah alas Barang Mililc Daerah sebagaimana 

dimakeud peds aynt ( 1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 

rnendapat pt"rsetltjuan Bupati. 

Pasal 67 

Pnsal bll 

\ \ l l~,\~~rtl\:m nh"t,,\ pcmerintah daernh atas barung milik dacrah dilakukan dalam 
m,,~kl\ pcndirinn. pcngcmbangan, don pcningkatnn kinerja Badon Usaha Milik 
\)1\<'h\h Hl1\\l hHdnn hukum luinnyn ~rnng dirniliki Negara sesuai dengan ketentuan 
J:.'<'t H vm n pcrundung undangun. 

( ~\ l~,\~"t:'rt:\,\t\ modal pemcrintuh duerah sebagaituana dirnaksud pada ayat p) 

d,1:~kuk.m dcugnn pcrtimbangnn scbnga] berikut: 

a. Barnng milik daernh yang duri awal pengsdsannya sesuai dokurnen 

pct\~ll~\mn dipcruntukkan bagi Sadan Usaha Daerah atau badan hukum 
l.unt\YH ~ mt,t dimiliki Nc-gnm dulum rangka penugasan pernerintah; atau 

b l~tnUl,l,t milik ducmh lcbih optimal upabila dikelola oleh Badan Usaha Milik 

Nqnm, Dacmh atau badun hukum lninnya yang dimilik:i Negara baik yang 
suduh HdH maupun ynnp. nknn dibcntuk. 



d. Pcngelola .. 

c. 

b. 

a. 

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: 

Pengguna Barang mengajukan usuJ Penyertaan Modal Pemerinta.h Daerah 
selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang discrtai 

pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi 

Pengguna Barang; 

Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah 
diaiukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pcrtimban.gan dan Daerah yang J 

syarat sebagaimana diroaksud dalam Pasal 65; 

. uhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
apabila memen Modal 

Pen elola Barang dapat menyetujui usul Penyert.aan 
undangan, g di ·ukan oleh 

. -" lain ta.nab dan/atau bangunen yang SJ Pemenntah Oac:-u:u• se 
0 _ rang sesuai batas kewenangannya; Pcngguna gcu GU"' 

g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah untu.k ditetapkan; dan 

h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik 

Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan 
dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan 

e. 

proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah dilaksanakan 

dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 dan Pasal 55· 
' 

Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah dengan 
berpedoman pada persetujuan Bupati; 

f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; 

d. 

apabila memenuhi syarat · d sesuai engan ketentuan peraturan perundan _ 
undan B · g gan, upati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik 
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai 
modal Pemerin tah Daerah · • 

c. 

Bupati meneliti dan mengkaji usuJ Penyertaan Modal Pemerin tah D rah 
cli · .. ,.__ ~ yang 

aJ UAd.11 oleh Pengguna Barang berdasarkan . b 
. pertim angan dan syarat 

sebagaunana climaksud d.a1am Pasal 66· • 

b. 

Pengguna Barang melalui Pengelola Baran me . 
Modal Pemerintah D rah g nga.Jukan usul Penyertaan 

ae atas Barang Milik Daerah beru tan 
bangunan kepada Bupati clisertai den an . pa ah dan/ a tau 
data· g pertimbangan dan kelengkapan 

' 

a. 



BAB XII... 

c. 
d. 
c. 
b. 
a. dibakar; 

dihancurkan; 
ditimbun; 
ditenggelamkan; atau 
cara lain sesuai dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 73 

Kctentuan lebih lanjut tentang tata cara pemusnahan barang milik dacrah selanjutnya 

diatur dalam Pcraturan Bupati. 

Pcmusnahan dilakukan dengan cara: 
Pasal 72 

Pasal 71 

( 1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat perserujuan 
Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. 

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat 
dipindaht.angankan; atau 

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

Passi 70 
Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: 

BAB XI 

PEMUSNAHAN 

Pasal 69 
Ketentuan lebih lanjut tcntang tata cara pernindahtanganan barang milik daerah 
selanjutnya diatur dalarn Peraturan Bupati. 

d. Pcngelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyertaan Modal Pcmerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; 

e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan: dan 

f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik 
Daerah atau baden hukum lainnya yang dimililci negara yang dituangkan 
dalam berita acara serah terirna barang sctclah Peraturan Daerah ditetapkan. 



• 
b. berdasarkan- .. 

bcrdasarkan keputu5all dan/ a tau laporan Pcnghapusan dari Pcngguna 

Ba.rang. untuk Barang M.ilik Daerab yang berada pada Pcngguna Barang; 
a. 

( l) pengbapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
74 buruf b di]aku.kan dalam hal Barang M.ilik Daerah tersebut sudah beralih 

ktpemilik.annYa. terjadi Pcmusnahan, atau karena sebab lain. 

(.2) Pengbapusa.n acbeg,riimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: l 
• 

'1 J Penghapusan dari Oaf tar Barang Pengguna dan / a tau Daftar Barang K uasa 
Pengguna sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 72 huruf a, dilakukan dalarn hal 
barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang 

dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan 
kepurusan Penghapusan dari Pengelola Barang sctelah mendapat persctujuan 
Bupati, untuk Barang Milik Daerah. 

(3) Dikecualilcan dari ketenruan mendapat persctujuan Penghapusan dari Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Barang Milik Daerah yang 
dihapuakan karena: 
a. Pengalihan Status Penggunaan; 

b. Pemindahtanpnan; atau 

c. Pemusnahan. 
(4) Bupati d.apat mendelegasikan perserujuan Pcnghapusan Barang Milik Daerah 

berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang. 

(5) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati. 

I Pasal 76 

Pasal 75 

b. 

pcnghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna; 

pcnghapusan dari Daftar Barang MiUk Daerah. 

a. 

Pasal 74 
Pcnghapusan barang milik daerah meliputi: 

BAB XJl 

PENGHAPUSAN 



l • • 

(3) Pengguna .. 

(l) Penggu.na Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit l 

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
(2) Oalam hal barang miliJc daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

· dalam pengeI]·aan, inventarisasi dilakukan oleh perscdiaan dan konstruksi 
Pengguna Barang setiap tahun. 

Pasal 78 

Bagian Kedua 

Inventarisasi 

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik 

daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola 
menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

(2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendafta.ran dan 
pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang 
Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi 
barang. 

(3) Pengelola Barang menghirnpun daftar barang Pengguna/ daftar ba.rang Kuasa 
Pengguna. 

(4) Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan 
daftar barang Pengguna/ dafta.r barang Kuasa Pcngguna sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi 

barang. 
(5) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. 

Pasal 77 

Pembukuan 

Bagian Kesatu 

BAB xm 
PENATAUSAHMN PENILAIAN 

c. 

berdasarkan keputusan p I 1 B enge o a arang untuk Barang Milik N 
be , egara yang 

rada pada Pengelola Barang; atau 

berdasarkan keputusan Bupati untuk Barang Milik o rah ' ae yang berada pada 
Pengelola Barang. 

b. 



. . 
BAB XIV ... 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan 
pelaporan Barang Milik Oaerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 82 

( 1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan 

laporan barang Pengelola tahunan. 
(2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan 

laporan barang Pengguna tahunan serta laporan barang Pengelola sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah. 
(3) Laporan barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

scbagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 

Pasal 81 

( 1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna 
Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan 

kepada Pengguna Barang. 
(2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan 

Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan 

barang Pengguna semesteran dan tahunan. 
(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai 

bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disarnpaikan kepada Pengelola 

barang. 

Pasal 80 

Bagian Ketiga 
Pela po ran 

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 
bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 

tahun. 

Pasal 79 

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan basil Inventarisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah selesainya Inventarisasi. 

' l 
I •• 



( l) Barang ... 

Pasal 86 

BAB XV 

PENGELOLAAN BARANG MIUK DAERAH OLEH SADAN l.AYANAN UMUM DAERAH 

(1) Pengelola Ba.rang melakukan pcmantauan dan invcstigasi alas pelaksanaan 
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam 
rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang 
milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diti.ndaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern 
pemerintah untuk melalrukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, 
dan pemindahtanganan barang milik daerah. 

(3) Hasil audit scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) disarnpaikan kepada Pengelola 
Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 85 

(1) Pengguna Barang melakukan pernantauan dan penertiban terhadap penggunaan, 
pemanfaatan, pernindahtanganan, penatausahaan, perneliharaan, dan 
pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. 

(2) Pelaksanaan pernantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang . 
(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat merninta aparar 

pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil 
pernantauan dan penertiban sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 84 

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: 

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. 

Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 83 

BAB XIV 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 



( 

Pu~,I ~\l 

(1) ~jabat atau pega·wtt, yang melaksunnk rn pt"n~lnlnnn Htu"ltnt,t Miltk 1loc"'11,h ~""M 

mc-nghasillaln penerimaan Duerah ct,,pHt dibcriknn in~C"ntir . 

RAR xvui 
KETENTllAN LAIN LAIN 

~Ml~~ 

(11 Senap kerugian daerah aklbat kelulaian, Js)('n~ tla\l~un:\c\n/t)("lcu\~U'\m hukum :Ho~ 

pengelclaan barang milik daerah diselesaik an mcluhu t\U\1\111\n ~:\l\tl r\~i S<"~\IIU 

dengan ketentuan peratumn J)('nrndtu,~·unc.fon~m. 

(21 Setiap pthak ) ng mengnkibatk n kt'n~nn dneruh S<"'~~timcmo dlml\"~ud pod,, 
ayat ( 1) dapat dikenakan Sttnksi sesuni dengun ketentuan perutumn t)("ntndcll\M 

undangan. 

(ll Rum.ah negara merupakan barang rmhk daernh ).m~ diperunrukknn ~d>i~:,i 

rempat ~~ atau hunian dan sarana pernbinnan serta meuunjnng pd:tk~mo1tn 

rugas pejabat dan arau pegawai n(1..~n srpil pernerintnh daemh ynn~ tx-~m"kurnn. 

(2\ Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah NC"~\m S<'bc~11m,urn dim:,ksud 
pada ayat t l l dilaksanakan oleh Bupati dengan m<"nl()("fhRttk1m ketcntuun 
peraruran perundang-undangan mcngenai Rumah Ne-~\m. 

(3) Ketenruan mengenai tata cara ~11...~un:1,m. Pe-~minct,,ht:t~:m:m. f'C't~h:tpu~m. 
Penatausahaan. pengswasan dan pengendalinn 8..'\n\1~ Mihk Dncmh berup« 

Ruma.h Negara diarur dengan Peraruran BUJ.,"lllU. 

BAB X\'11 

GANTI RtlGl DAN AANh.~l 

R-\B X\'1 

a-.R.4..~G MlUK 0.-\E.RAH BERUPA RllMAH NEcJAR:\ 

diraanfaatkan seperruhnyi unruk m<"n~'('lt".f\.~""mk,,n k~1,u,m i)("l,,~ :urnn umum 
sesuai dengaa tugas dan fungsi Bad.m L.-l~·,\n:rn Urnum O,t<"n\h mempedouuu» 
kerenruar, peraruran perundang-undangan m<'t\~n,,i Badan Lc,y,mon Umum 
Daerah. 

Ba.r:u-~ ~..i.: ~ra.'l ~. n~ d~,mak.\n (\)t"h 8'~.1.m \...:\~ ·"'"-" llmum O.u-.mh 

~n:pak:an kt-.a~-a:m dt\('rnh Y,l\1\,l.'; o..i,u.. d1pi~\hk,u, unruk tn<'tl)('l<"'tl~lmkon 

l..~a::an Badan Lsyanan t'rnum Daerah ~ :\n._~ h<"~\n~k\Hlln 
,.::l ~~~l~, barang truhk daerah ~~~tmc\lM d1m,tk~11.i \\:td:t ,,yut ( l) 

meznpedcmaru kerenruan peraruran p<'nln.1,,~-und:u~m m<"n,f,!'('nm P<"'tWl,,l:\1\11 

' t I • I 



Pasal 92 ... 

mitra Tukar Menukar dengan ketentuan: 
1. Pengclola memastikan nilai barang pengganti sckurang-kurangnya sama 

dengan nilai Barang Milik Oaerah yang dipertukarkan; dan 
2. Pengelola membuat pemyataan bertanggung jawab penuh atas 

pelak.sanaan Tukar Menukar tersebut. 
Milik Daerah Bupati dapat mencrbitkan persctujuan Pcoghapusan atas Barang 

. . dimaksud pada ayat (1) huruf b 
yang telah diserahtenroakan sebagaimana 
berdasarkan pe:rmohonan dari Pengelola. 

1 

, 
I 
" (2) 

·t 
~ ., 

.. 
•• e 
''!l 

(lj Pada saat Peraruran Daerah ini mulai berlaku: 

a. Pemanfaatan Barang Millie Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat 
perserujuan dari pcjabat yang berwenang, Walikota dapat menerbitkan 
perserujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan 
ketenruan Pengelola menyampaikan pcnnohonan persetujuan untuk sisa 
wakru Pcmanfaatan sesuai dengan pcrjanjian kepada Bupati, dengan 
melampirkan: 
1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan 

2. laporan basil audit aparat pengawasan intern Pemerintah. 

b. Tukar Menukar yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang 
dan barang pengganti telah tersedia scluruhnya, dilanjutkan dengan serah 
terima Barang Milik Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola dengan 

Pasal 91 

BAB XIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

{2) Ketenruan lebib lanjut mengenai beban pcngelolaan diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 90 
(1) Bupati dapat mengenaka.n beban pcngelolaan (capital charge) terhadap Barang 

Milik Daerah pada Pcngguna. 

(3) 

Ptjabat atau pegaW"ai selaku pengurus ha.rang dalam lak akan . _ . me san tugas rutmnya 
dapat dibcrikan tunjangan yang bcsarannya disesuaikan 

CUA4Jl dengan kemampuan 
keuangan Daerah. 

Pcmbcrian inscntif dan/atau tunjangan kepada pcjabat atau pcgawai yang 
melaksaoakao pengelolaan Baran Milik D rah ba · g ae se gaimana dimaksud pada ayat 
{ 1) clan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(21 



Pasal 95 
N r 1 Tahun 2009 

P d t Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah omo 
a a saa . takan tidak berlaku- 

l laan Barang Milik Daerah dicabut dan dinya · Tentang Penge o 
Pasa.J 96 ... 

KETENTUAN PENUTUP 

(2) 

Pasal 94 
(1) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum dan/atau peraturan 

pelaksanaannya belum mengatur pengelolaan dan/ atau Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) pengelolaan dan 
pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah 

ini. 

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan 
oleh Sadan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, 
din atakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah 
ini ~g lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian Ba.rang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan 
dan/ atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini. 

a. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan 

dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan 
dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses 
penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; 

b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

Pasal 93 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

Pasal 92 
Segala akibat hukum yan rtai lak 

. · · g menye pe sanaan Pemanfaatan sebelum diberikannya 
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pelaksanaan Tukar 
Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b se hn · · . . penu ya rneniadi tanggung 
jawab para pihak dalarn Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut. 



· , .. 

KABUPATEN MELAWI TAHU!'l -Z•.\r NOMOR .!~ 
LEMBARAN DAE 

Diundangkan di Nanga Pinch 
padatanggal '}1 ocn--mbcr 2017 

SEKR.ETARIS OAERAH KABUPATEN MELAWl, 

P:\.~ 

Bl.."PATI MEU.11-1. 

Ditetapkan di xanga Pi.noh 
padatanggal 1.\ O~t,,..t>«r- 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka.n pengundangan Peraruran Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lemba.ran Daerah Kabupaten Melav.i. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 97 

Peraruran pelaksanaan da.ri Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tic.ale 

bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal 96 


